LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No. FRM/ILPPM-PNL/302 | Revisi:01 | Tgl01 Maret2019 | Hal 1 dari 8

PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Penelitian Terapan
NOMOR : T/2.1.30/UN34.21/PT.01.03/2020

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di

bawah ini :

1. Prof. Dr. Suyanta, M.Si. : Ketua Lembaga Penelitan dan Pengabdian kepada
Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta yang beralamat di
Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama UNY; selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr. Mutiara Nugraheni, S.TP.,M.Si. . Dosen dari FT Universitas Negeri Yogyakarta, yang

beralamat di Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta,
dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian
Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK
Dengan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

il

o o

10.

PASAL 1
DASAR HUKUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Keuangan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional [Imu Pengetahuan dan
Teknologi;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri
Badan Hukum,;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknolog;;

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
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Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan
Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan
Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2020;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2020;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016,
tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/ atau Reviewer dan Tata Cara
Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Penelitian;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;

Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 209/M/KPT/2018
tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;

Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 105/M/KPT/2019
tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat Tahun 2019;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : Per-
15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya
Keluaran Sub Keluaran Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : Per-7/PB/2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian
Riset, dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasioanal Nomor 8/E1/KPT/2020 tentang Penetapan
Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020;

Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian
Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor:
153/SP2H/LT/DRPM/2020

Amandemen Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor: 153/SP2H/AMD/LT/DRPM/2020

Amandemen Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor: 194/SP2H/AMD/LT/DRPM/2020
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu
Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 2
PELAKSANAAN PENELITIAN

(1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut
sebagai penanggung jawab pelaksanaan Penelitian dengan judul ;" PENGEMBANGAN BERAS
ANALOG "PROTASA" BERBASIS GERMINATED CEREALS & LEGUMES FLOUR SERTA
MODIFIED STARCH SEBAGAI MAKANAN FUNGSIONAL UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT
KESEHATAN DAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA

(2) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia:

a. Dipantau dan dievaluasi;

b. Dinilai luaran penelitian;

c. Dilakukan validasi luaran tambahan;

oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset, dan Teknologi/ Badan Riset dna Inovasi Nasional.

(3) PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian dengan judul sebagaimana tercantum pada ayat (1)
sebesar Rp 193.205.000 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) sesuai
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset,dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/E/KPT/2020 tentang
Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020.

(4) PIHAK KEDUA berhak menerima dana tersebut pada ayat (3) dan berkewajiban menggunakan
sepenuhnya untuk pelaksanaan dengan judul sebagaimana tercantum pada ayat (1)sampai selesai
sesuai ketentuan pembelanjaan keuangan negara

(5) Dalam hal PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatannya sebelum Surat Perjanjian ini berakhir, maka
PIHAK PERTAMA akan menyerahkan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikan.

(6) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah
mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset
dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.

(7) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri,
maka PIHAK KEDUA mengusulkan pengganti Ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah
anggota kepada PIHAK PERTAMA , untuk dimintakan persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan
Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan
Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.

(8) Dalam hal tidak adanya pengganti Ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang
ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

(9) Keberlanjutan penelitian ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang
dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penilitna dan /atau Keluaran Penelitian dari Direktorat Riset
dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset
dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
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PASAL 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung mulai tanggal 08 Juni
2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020.
PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN
(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
a. Memberikan kontrak pelaksanaan penelitian pada PIHAK KEDUA
b. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya penelitian
c. Melakukan penjaminan mutu penelitian
d. Memantau pengunggahan ke laman SIMLIBTABMAS
(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
a. Melaksanakan penelitian sesuai dengan kaidah penelitian sampai dengan selesai penelitian
Mempertanggungjawabkan hasil penelitian
Mempertanggungjawabkan penggunaan dana penelitian sesuai dengan peraturan yang berlaku
Melakukan unggahan revisi proposal penelitian, revisi RAB penelitian, luaran penelitian, laporan
penelitian, catatan harian dan surat pertanggungjawaban belanja

ooo

PASAL 5
CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran dana Penelitian ini akan dilaksanakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat UNY dan dibayarkan ke PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pembayaran sekaligus (100 %) sebesar Rp.193.205.000 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua
Ratus Lima Ribu Rupiah)
b. Pembayaran dana luaran tambahan sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)

(2) Pembayaran pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan
ketentuan apabila perbaikan proposal dan rancangan pembiayaan sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) sudah
diunggah ke laman SIMLITABMAS dengan mengikuti tata cara menggugah sesuai ketentuan dari
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.

(3) Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan kepada PIHAK KEDUA
dengan ketentuan apabila PIHAK PERTAMA telah menerima dokumen sebagai berikut:

a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
paling lambat tanggal 18 September 2010.

(4) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan
Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dana luaran tambahan yang sudah diterima
harus disetorkan kembali ke kas negara.
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(5) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berikan oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA ke melalui rekening sebagai berikut:

Nama . MUTIARA NUGRAHENI
Nomor Rekening . 0038323155

Nama Bank . BNI

Alamat Bank . UGM YOGYA

(6) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah
dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam
menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai
dengan ketentuan.

PASAL 6
PERTANGGUNGJAWABAN AKADEMIK

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut :
a. Revisi proposal penelitian;
b. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
c. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian pada akhir tahun berjalan;
d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
e. Luaran penelitian;
sesuai aturan yang berlaku paling lambat tanggal 10 Desember 2020.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan ke PIHAK PERTAMA dokumen sebagai berikut dalam
bentuk softcopy dan hardcopy:

a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian pada akhir tahun berjalan;

b. Luaran penelitian;

c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan fotokopi bukti penggunaan dana;

d. Hardcopy dari laporan hasil penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar dan luaran penelitian
sebanyak 1 (satu) eksemplar dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) serta
fotokopi bukti penggunaan dana sebanyak 1 eksemplar dengan ketentuan sebagai berikut :

i. Bentuk/ukuran kertas ukuran A4.
ii. Warna cover oranye

iii. Dibagian bawah cover ditulis :

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional
Sesuai Kontrak Penelitian Anggaran Tahun 2020
Nomor: 058/SP2H/LT/DRPM/2020

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa : Teknologi Tepat
Guna (Empat jenis Produk Beras Analog)
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(4) PIHAK KEDUA diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa:Artikel di Jurnal
Internasional Terindeks di Pengindeks Bereputasi

(5) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada PIHAK PERTAMA;

(6) Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA

(7) Luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah wajib mencantumkan pemberi dana penelitian;

PASAL 7
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan pembelanjaan dana yang telah diterima dari
PIHAK PERTAMA dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang telah disesuaikan dengan ketentuan
pembelanjaan keuangan Negara.

(2) Perpajakan yang timbul atas transaksi penggunaan dana penelitian menjadi tanggungjawab PIHAK
KEDUA, pemungutan dan pemotongan pajak menggunakan NPWP Bendahara Pengeluaran UNY
dengan NPWP 00.054.064.1.542.000

(3) Pengadaan barang/jasa diatas Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dipungut PPN sebesar 10% dari nilai
dasar dan pengadaan diatas Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dipungut PPh 22 sebesar 1,5 % atau PPh
final sebesar 0,5% apabila UMKM mempunyai surat keterangan kantor pajak.

(4) Pengadaan jasa dipotong PPh 23 sebesar 2 % jika mempunyai NPWP dan 100% lebih tinggi jika tidak
ber NPWP.

(5) Pengadaan Konsumsi dipungut PPh 22 sebesar 1,5%

(6) Pembayaran honorarium WNI dipotong PPh 21 sesuai dengan golongannya, golongan Ill sebesar 5%,
golongan 1V jika mempunyai NPWP dan 20% lebih tinggi jika tidak ber NPWP.

(7) Pembayaran honorarium WNA dipotong PPh 26 sebesar 20%.

(8) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK
PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

(9) Biaya pajak materai dalam surat perjanjian ini dibebankan pada PIHAK KEDUA

(10)PIHAK  KEDUA  berkewajiban mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen Surat
Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan, sesuai aturan yang
berlaku paling lambat tanggal 10 Desember 2020.

(11) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan ke PIHAK PERTAMA dokumen Surat Pertanggungjawaban
Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan dan foto kopi bukti belanja/penggunaan dana
penelitian.

PASAL 8
SANKSI

(1) Apabila sampai batas waktu perjanjian PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan akhir hasil penelitian
kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa bunga keterlambatan
sebesar 1%o (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen)
dari nilai surat perjanjian pelaksanaan penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan
sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh PIHAK PERTAMA.
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(2)

(3)

Bagi Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam Tahun Anggaran yang sedang
berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat
dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka
harus mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, untuk
selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijumpai
adanya indikasi plagiat dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad
kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan
PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK
PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Dalam hal tidak dipenuhinya Pertanggungjawaban Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan
Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 7, maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi
administratif.

Sanksi administrasif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa penghentian pembayaran dan
tidak dapat mengajukan proposal peneltian dalam kurun waktu dua tahun berturut turut.

PASAL 9
HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian berupa Hak Kekayaan Intelektual dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan
dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian
ini wajib mencantumkan pemberi dana dalam hal ini Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi
Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi
Nasional

Hasil penelitian berupa peralatan dan atau alat (barang inventaris) yang dibeli dari kegiatan penelitian
ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Negeri Yogyakarta atau Lembaga
Pemerintah lain melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

PASAL 10
KEADAAN KAHAR

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau tidak terlaksananya kewajiban
seperti tercantum dalam perjanjian penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian
diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure)
yang secara langsung mempengaruhi terlaksananya perjanjian penelitian, antara lain : bencana alam,
wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade ekonomi, sabotase, revolusi, pemberontakan, kekacauan,
huru-hara, kerusuhan, mobilisasi, keadaan darurat, gangguan navigasi;

Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka
pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak yang berwenang secara tertulis, selambat-
lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure) untuk
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mendapatkan pengesahan, dan PARA PIHAK dengan i'tikat baik segera membicarakan
penyelesaiannya.

PASAL 11
PENUTUP

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian penelitian ini akan
dilakukan penyelesaian secara musyawarah;

(2) SuratPerjanjian pelaksanaan penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan dibubuhi meterai sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(3) Pasal-pasal dalam perjanjian ini bersifat mengikat secara mutlak, apabila terjadi perubahan atau
penambahan terhadap isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan
musyawarah dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian ini.

{,;§K?{?QHAKQER¥hMA PIHAK KEDUA
S I YA R

Prof. Dr. Mutiara Nugraheni, S.TP.,M.Si.
NIDN 0031017705
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PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN TERAPAN TAHUN JAMAK TAHUN 2021

Penelitian Terapan
NOMOR: T/4.4.13 [UN34.21/PT.01.03/2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

1

2.

oo Ao~

=

10.
1.
12,

13.

Prof, Dr. Siswantoyo, M.Kes. : Ketua Lembaga Penelian dan Pengabdian kepada
Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta yang beralamat di
Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama UNY; selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

Prof. Dr. Mutiara Nugraheni, S.TP.,M.Si. :  Dosen dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta,
yang beralamat di Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta,
dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian
Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PASAL1
DASAR HUKUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Keuangan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional llmu Pengetahuan dan
Teknologi;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi.

Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan
Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2021,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran
2021;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan
Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016,
tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019
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14.

1.

16.

17.

18.

19.

20.

21

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/ atau Reviewer dan Tata Cara
Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Penelitian;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;

Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 105/M/KPT/2019
tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat Tahun 2019;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : Per-
15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya
Keluaran Sub Keluaran Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : Per-7/PB/2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;

Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/M/KPT/2021
tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional;

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian
Riset, dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 10/E1/KPT/2021 tentang Penetapan
Pendanaan Penelitian Skema Terapan di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;

Kontrak Penelitian Tahun Jamak Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan
Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan
Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 289/SP2H/LT/DRPM/2021

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu
Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 2
PELAKSANAAN PENELITIAN

(1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut
sebagai penanggung jawab pelaksanaan Penelitian dengan judul : " Pengembangan gluten-free
noodles berbasis organic pigmented rice sprouts dan modified starch sebagai makanan
fungsional untuk menurunkan risiko penyakit komorbid Corona Virus Disease-19 “

(2) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia:

a. dipantau dan dievaluasi;
b. dinilai luaran penelitian;
c. dilakukan validasi luaran tambahan;
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oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset, dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.

(3) PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian dengan judul sebagaiman tercantum dalam ayat (1)
sebesar Rp 190.080.000 (Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Puluh Ribu) sesuai Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset,
dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 10/E1/KPT/2021 tentang Penetapan
Pendanaan Penelitian Skema Terapan di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021.

(4) PIHAK KEDUA berhak menerima dana tersebut pada ayat (3) dan berkewajiban menggunakan
sepenuhnya untuk pelaksanaan penelitian dengan judul sebagaiman tercantum dalam ayat (1) sampai
selesai sesuai ketentuan pembelanjaan keuangan negara

(5) Dalam hal PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatannya sebelum Surat Perjanjian ini berakhir, maka
PIHAK PERTAMA akan menyerahkan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikan.

(6) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah
mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset
dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.

(7) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri,
maka PIHAK KEDUA mengusulkan pengganti Ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah
anggota kepada PIHAK PERTAMA, untuk dimintakan persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan
Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan
Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.

(8) Dalam hal tidak adanya pengganti Ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang
ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara

PASAL 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Jangka waktu pelaksanaan peneliian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung sejak ditandatangani
sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
a) Memberikan kontrak pelaksanaan penelitian pada PIHAK KEDUA
b) Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya penelitian
c) Melakukan penjaminan mutu penelitian
d) Memantau pengunggahan ke laman SIMLIBTABMAS
2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
a) Melaksanakan penelitian sesuai dengan kaidah penelitian sampai dengan selesai penelitian
b) Mempertanggungjawabkan hasil penelitian
c¢) Mempertanggungjawabkan penggunaan dana penelitian sesuai dengan peraturan yang berlaku
d) Melakukan unggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
1. revisi proposal penelitian;



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No. FRW/LPPM-PNL/302 | Revisi:01 | Tgl01Maret2019 |  Hal4dari7

(1)

(2)

(1)

surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;

catatan harian pelaksanaan penelitian;

laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;

Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian;
laporan akhir penelitian;

. luaran penelitian.

SISO 00D

PASAL 5
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dana Penelitian ini akan dilaksanakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat UNY dan dibayarkan ke PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pembayaran (100 %) sebesar Rp 190.080.000 (Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Puluh Ribu)
b. Pembayaran dana luaran tambahan sebesar Rp. - (-)

Pembayaran pendanaan penelitian tahap pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf
a, diberikan dengan ketentuan apabila perbaikan proposal dan rancangan pembiayaan sesuai dengan
Pasal 2 ayat (3) sudah diunggah ke laman SIMLITABMAS dengan mengikuti tata cara menggugah
sesuai ketentuan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan
Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dibayarkan kepada PIHAK KEDUA,
setelah mendapatkan validasi dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang
Penguatan Riset dan Pengembangan Kementeriat Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi
Nasional.

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) akan berikan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA ke melalui rekening sebagai berikut:

Nama : MUTIARA NUGRAHENI
Nomor Rekening 0038323155

Nama Bank . BNI

Alamat Bank . UGM YOGYA

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumiah
dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam
menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai
dengan ketentuan.

PASAL 6
PERTANGGUNGJAWABAN AKADEMIK

PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut :
1. revisi proposal penelitian;
2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
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catatan harian pelaksanaan penelitian;

laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;

Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian;
laporan akhir penelitian;

luaran penelitian;

sesuai aturan yang berlaku paling lambat tanggal 16 November 2021.

PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan ke PIHAK PERTAMA dokumen sebagai berikut dalam
bentuk softcopy dan hardcopy.
a. laporan akhir penelitian;
b. luaran penelitian;
c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);
hardcopy dari laporan hasil penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar, luaran penelitian sebanyak 1 (satu)
eksemplar, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) disertai bukti penggunaan dana
sebanyak 1 eksemplar melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan ketentuan sebagai berikut :

i.  Bentuk/ukuran kertas ukuran Ad.

i. ~ Warna cover biru

ii.  Dibagian bawah cover ditulis :

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional
Sesuai Kontrak Penelitian Anggaran Tahun 2021
Nomor: 289/SP2H/LT/DRPM/2021

OO O

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa : dokumen
pendaftaran paten proses -terbit nomor pendaftaran paten.

PIHAK KEDUA diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa -

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada PIHAK PERTAMA;

Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA
Luaran penelitian yang berupa publikasi iimiah wajib mencantumkan pemberi dana penelitian;

PASAL7
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan pembelanjaan dana yang telah diterima dari
PIHAK PERTAMA dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang telah disesuaikan dengan ketentuan
pembelanjaan keuangan Negara.

Perpajakan yang timbul atas transaksi penggunaan dana penelitian menjadi tanggungjawab PIHAK

KEDUA, pemungutan dan pemotongan pajak menggunakan NPWP Bendahara Pengeluaran UNY
dengan NPWP 00.054.064.1.542.000
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(3) Pengadaan barang/jasa diatas Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dipungut PPN sebesar 10% dari nilai
dasar dan pengadaan diatas Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dipungut PPh 22 sebesar 1,5 % atau PPh
final sebesar 0,5% apabila UMKM mempunyai surat keterangan kantor pajak.

(4) Pengadaan jasa dipotong PPh 23 sebesar 2 % jika mempunyai NPWP dan 100% lebih tinggi jika tidak
ber NPWP.

(5) Pengadaan Konsumsi dipungut PPh 22 sebesar 1,5%

(6) Pembayaran honorarium WNI dipotong PPh 21 sesuai dengan golongannya, golongan Il sebesar 5%,
golongan IV jika mempunyai NPWP dan 20% lebih tinggi jika tidak ber NPWP.

(7) Pembayaran honorarium WNA dipotong PPh 26 sebesar 20%.

(8) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK
PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

(9) Biaya pajak materai dalam surat perjanjian ini dibebankan pada PIHAK KEDUA

(10)PIHAK KEDUA berkewajban mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen Surat
Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan, sesuai aturan yang
berlaku paling lambat tanggal 16 November 2021.

(11) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan ke PIHAK PERTAMA dokumen Surat Pertanggungjawaban
Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan dan foto kopi bukti belanja/penggunaan dana
penelitian.

PASAL 8
SANKSI

(1) Apabila sampai batas waktu perjanjian PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan akhir hasil penelitian
kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa bunga keterlambatan
sebesar 1%o (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen)
dari nilai surat perjanjian pelaksanaan penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan
sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh PIHAK PERTAMA.

(2) Bagi Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam Tahun Anggaran yang sedang
berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat
dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.

(3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka
harus mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, untuk
selanjutnya disetor ke Kas Negara.

(4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijumpai
adanya indikasi plagiat dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad
kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan
PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK
PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

(5) Dalam hal tidak dipenuhinya Pertanggungjawaban Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan
Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 7, maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi
administratif.

(6) Sanksi administrasif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa penghentian pembayaran dan
tidak dapat mengajukan proposal peneltian dalam kurun waktu dua tahun berturut turut.
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PASAL 9
HASIL PENELITIAN

(1) Hasil Penelitian berupa Hak Kekayaan Intelektual dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan
dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian
ini wajib mencantumkan pemberi dana dalam hal ini Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi
Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi
Nasional

PASAL 10
KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau tidak terlaksananya kewajiban
seperti tercantum dalam perjanjian penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian
diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure)
yang secara langsung mempengaruhi terlaksananya perjanjian penelitian, antara lain : bencana alam,
wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade ekonomi, sabotase, revolusi, pemberontakan, kekacauan,
huru-hara, kerusuhan, mobilisasi, keadaan darurat, gangguan navigasi;

(2) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka
pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak yang berwenang secara tertulis, selambat-
lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure) untuk
mendapatkan pengesahan, dan PARA PIHAK dengan itikat baik segera membicarakan
penyelesaiannya.

PASAL 11
PENUTUP

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian penelitian ini akan
dilakukan penyelesaian secara musyawarah;

(2) SuratPerjanjian pelaksanaan penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan dibubuhi meterai sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(3) Pasal-pasal dalam perjanjian ini bersifat mengikat secara mutlak, apabila terjadi perubahan atau
penambahan terhadap isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan
musyawarah dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian ini.
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PASAL 9
HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian berupa Hak Kekayaan Intelektual dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan
dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian
ini wajib mencantumkan pemberi dana dalam hal ini Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi
Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi
Nasional

PASAL 10
KEADAAN KAHAR

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau tidak terlaksananya kewajiban
seperti tercantum dalam perjanjian penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian
diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure)
yang secara langsung mempengaruhi terlaksananya perjanjian penelitian, antara lain : bencana alam,
wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade ekonomi, sabotase, revolusi, pemberontakan, kekacauan,
huru-hara, kerusuhan, mobilisasi, keadaan darurat, gangguan navigasi,
Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka
pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak yang berwenang secara tertulis, selambat-
lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure) untuk
mendapatkan pengesahan, dan PARA PIHAK dengan itikat baik segera membicarakan
penyelesaiannya.

PASAL 11

PENUTUP

Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian penelitian ini akan
dilakukan penyelesaian secara musyawarah;

Surat Perjanjian pelaksanaan penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan dibubuhi meterai sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal-pasal dalam perjanjian ini bersifat mengikat secara mutlak, apabila terjadi perubahan atau
penambahan terhadap isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan
musyawarah dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK KEDUA
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